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ABSTRAK

Hukum Waris KU H Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat dalam 
perkembangannya mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap hutang-hutang 
pewaris yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya bertujuan untuk mencari 
rasa keadilan dan kebenaran bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris yang 
menanggung hutang-hutang pewaris tersebut ialah ahli waris yang mempunyai 
keturunan atau sedarah dengan pewaris. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi 
ini adalah : 1. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta 
warisan menurut Hukum Waris KU H Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris 
Adat. 2. Bagaimana beralihnya hak mewaris dari pewaris kepada ahli waris 
mengenai kewajiban ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris menurut 
Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan penelitian hukum 
yuridis normatif/ in abstracto. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat di 
simpulkan bahwa ahli waris menurut Hukum KUH Perdata dibagi dua yaitu : ahli 
waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata yang dibagi menjadi 
empat (IV) golongan ahli waris, dan yang kedua adalah ahli waris berdasarkan 
wasiat terdiri atas testamentair erfgenaam dan legitimaris. Ahli waris menurut 
Hukum Islam dibagi tiga yaitu : Dzul faraa’idh, Ashabah, dan Dzul arhaam. 
Sedangkan ahli waris menurut Hukum Adat sangat mengutamakan untuk anak sah 
dan janda/duda. Kewajiban ahli waris untuk membayar hutang-hutang pewaris, pada 
semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum KUH Perdata, Hukum Islam, 
dan Hukum Adat) membenarkan dan mewajibkan semua ahli waris yang telah 
mendapatkan hak nya (yaitu harta warisan) pada detik itu juga ahli waris tersebut 
telah telah menyanggupi kewajiban-kewajiban nya, termasuk kewajiban untuk 
membayar hutang-hutang pewaris.

Kata kunci : Kewajiban, Ahli Waris, Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris 
Islam, Hukum Waris Adat.
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/A. Latar Belakang

Apabila seseorang membicarakan orang yang meninggal dunia, yang arah dan 

jalan pikiran tentu akan tertuju pada masalah warisan. Seorang manusia selaku 

anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat 

dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban terhadap orang-orang

anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang- barang yang berada dalam

masyarakat tersebut. Tetapi, jika kalimat tersebut diartikan lain, maknanya ialah ada

bermacam-macam hubungan hukum antara satu pihak yang disebut dengan manusia

dan dunia luar sekitarnya, dan dilain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling

mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang 

dirasakan oleh masing-masing pihak *.

Apabila seseorang anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang

sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya : teijadi kecelakaan,

terserang penyakit dan lain-lain, seseorang itu meninggal dunia, maka apakah yang 

akan teijadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi yang mungkin sekali 

sangat erat sifatnya pada waktu si manusia itu masih hidup.

i Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cet-4, 2006,
hlm.l
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Namun demikian walaupun orang yang meninggal dunia tersebut sudah di 

makamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja,

bukankah orang tadi masih mempunyai sanak saudara yang di tinggalkan, entah itu

ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, tentu saja hukum diperlukan pada setiap

masyarakat yang mengatur cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu

diselamatkan, agar masyarakat itu sendiri selamat juga dan hal ini adalah tujuan dari

segala hukum. Dengan demikian timbul lah suatu pengertian yang disebut dengan

“warisan”. Dengan pengertian lain yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-

perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan

sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia. Memang pada kenyataannya

masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang 

warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal 2.

Menurut Mr.A.Pitlo hukum waris adalah hukum kebendaan yang mungkin 

timbul berdasarkan atas dua pemikiran:

1. karena ahli waris mempunyai suatu hak yang tidak dipunyai oleh pewaris 

yaitu ahli waris (terhadap barang-barangnya pewaris punyai hak milik, bukan 

hak waris), jadi hak waris itu suatu hak yang berdiri sendiri .

2. karena harta warisan itu merupakan barang berdiri sendiri 3.

2 Ibid, hlm.3
3 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta,

1997, hlm.10
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Pengertian hukum waris ( erfrecht ) itu sendiri ialah norma/aturan yang 

mengatur mengenai berpindahnya/beralihnya hak-hak dan kewajiban (harta 

kekayaan) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pada asasnya, 

yang dapat diwariskan hanyalah hak - hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan 

saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat 

diwariskan, yaitu Perjanjian keija, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan 

pemberian kuasa 4.

Sebelum membahas tentang hukum kewarisan di Indonesia maka terlebih 

dahulu harus mengetahui latar belakang dari kondisi kekeluargannya. Untuk orang- 

orang di Indonesia asli tidak memiliki sifat kekeluargaan tetapi ada juga di beberapa 

daerah yang memiliki beraneka ragam kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam 

beberapa macam golongan yaitu :

1. Sifat kebapakan (patrilinial) : dalam lingkungan keluarga yang bersifat 

kebapakan, seorang isteri dari pernikahannya adalah diputuskan dari 

hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara 

sekandung, saudara sepupu dan lain-lain dari sanak kekeluargaannya. 

Merupakan suatu pernikahan dengan kejujuran dimana isteri dibeli oleh

keluarga suaminya dari keluarga orang tua isteri itu dengan sejumlah uang 

harga pembeliannya.
(i

I c'Nt -* v

4 Ibid, hlm.5
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2. Sifat keibuan (matrilinial) : seseorang yang akan hidup bersama dirumah 

seorang isteri atau keluarganya jika pernikahannya di daerahnya sudah 

dilaksanakan tetapi seorang suami itu dinyatakan sebagai keluarga di si isteri

dan anak-anak keturunannya dianggap milik ibunya saja bukan milik ayahnya,

sedang ayahnya sendiri pada dasarnya tidak memiliki wewenang terhadap

anak-anaknya. Kekayaan yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga

suami isteri dan anak keturunannya sebagai seorang laki-laki yang tertua atau

pancer laki-laki dari keluarganya si isteri yang di namakan mamak-kepala

waris mempunyai kekuasaan atas kekayaan yang dimilikinya.

3. Sifat kebapakan-keibuan (parental) : Gabungan antara sifat kebapakan dan

keibuan. Pada hakekatnya kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan tidak ada

perbedaan antara suami isteri mengenai kedudukannya dalam keluarga

masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya

menjadi anggota keluarga si isteri dan si isteri juga menjadi anggota si suami.

Dengan sifat kekeluargaan kebapak-ibuan tidak mengenal pembelian si isteri 

oleh suami atau oleh keluarga si suami, tetapi di sini si suami pertama-tama 

dalam perkawinannya memberi atau menjanjikan akan memberikan sejumlah 

uang kepada si isteri bukan berarti uang tersebut merupakan suatu pembelian, 

tetapi dipergunakan untuk bermacam-macam antara lain untuk kebutuhan 

rumah tangga dari suami isteri atau hanya suatu penghibaan 5.

3 Oemarsalim, Op. Cit., hlm.4
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Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui perbedaan dari ketiga macam sifat 

kekeluargaan tersebut, bahwa dari sifat sifat kekeluargaan ini terletak pada sifat 

kewarisannya. Jika ketiga macam sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang 

asli dipandang pada keseluruhannya serta dibedakan dari sifat kekeluargaan yang 

terdapat pada orang orang indonesia berwarganegara asing, misalkan orang-orang

Tionghoa dan Eropa yang lebih tunduk pada hukum Burgerlijk Wetboek. Maka disini

akan lebih jelas terlihat adanya persamaan sifat dari kekeluargaan dan warisan di

antara orang-orang Indonesia asli dibandingkan dengan sifat kekeluargannya dan

warisan d i antara orang-orang Tionghoa dan Eropa.

Orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat semata-mata karena

sebagian besar penduduknya ialah pemeluk agama Islam maka dari itu pengaruh

peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama Islam selalu di taati. Peraturan 

warisan dalam hukum agama Islam yang tidak ada bagi agama Hindu dan Kristen 6.

Di Indonesia sendiri terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga

Indonesia yaitu:

1. Hukum Waris Islam, yang bersumber dari Al-quran dan Hadits dan

mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang islam asli di berbagai daerah. 

2. Hukum Waris Barat, yang bersumber dari KUHPerdata atau Burgerlijk 

Wetboek Buku ke II title XII s.d XVIII, dari Pasal 830 sampai dengan Pasal

6 Ali Afandi, Op. Cithlm.17-18
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1130, diperuntukkan bagi orang-orang Tionghoa,Eropa dan masyarakat

yang non-muslim.

3. Hukum Waris Adat, yang bersumber dari hukum adat dan aturan-aturan adat

yang hidup di masyarakat.

Suatu Pewarisan terjadi, apabila telah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu harus ada 

Pewaris (Erflater), Ahli Waris (Erfgenaam), dan Harta Waris (Erfenis) 1.

Prinsip umum dalam kewarisan yaitu : Pewarisan terjadi karena meninggalnya

pewaris dengan sejumlah harta, Hak - hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan

"beralih" demi hukum. Pasal 833 KUHPer (Saisine) menimbulkan hak menuntut

(Heriditatis Petitio), Yang berhak mewaris menurut UU adalah mereka yang

mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPer), Harta tidak boleh dibiarkan tidak

terbagi, Setiap orang cakap mewaris kecuali onwaardig berdasarkan Pasal 838

KUHPerdata.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, batasan mengenai warisan adalah :

1. Seorang yang meninggalkan warisan (Erflater) pada saat orang tersebut 
meninggal dunia.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfgenaam) yang mempunyai hak 
menerima kekayaan yang di tinggalkannya itu.

3. Harta warisan (Erfenis) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu 
beralih kepada para ahli waris tersebut 8

7 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.12
8 Ahmaturrahman, Hukum Waris B W Di Indonesia, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2010,

hlm.4
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Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka

pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, 

sebagaimana diatur pada Pasal 833) KUH Perdata 9.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam

bentuk skripsi yang beijudul Analisis Kewajiban Ahli Waris Untuk Membayar

Hutang Pewaris ( Studi Perbandingan Hukum Waris KUH Perdata, Hukum

Waris Islam dan Hukum Waris Adat).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan

menUrUt Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dari Hukum Waris

Adat ?

2. Bagaimana beralihnya hak mewaris dari Pewaris kepada Ahli waris mengenai

kewajiban Ahli waris untuk membayar hutang Pewaris menurut Hukum Waris

KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ?

9 lbid,hlm.2
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menurut

Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

2 Untuk mengetahui peralihan hak mewaris dari pewaris kepada Ahli waris

mengenai kewajiban Ahli waris untuk membayar hutang Pewaris menurut

Hukum Waris KUH Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas

kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, sebagai berikut:

a) Secara Teoritis : sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan

dibidang ilmu hukum pada UmUmnya dari HUkUm Waris yang berlaku di

Indonesia pada khususnya.

b) Secara Praktis : Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktis ataupun

masyarakat tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan metode :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dalam artian 

dengan mengkaji aturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

kewajiban ahli waris.
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2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang berupa : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifatnya mengikat masalah- 

masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam

hal ini yang akan diteliti adalah kewajiban-kewajiban ahli waris.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah

hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalah-

masalah yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi

tentang bahan hokum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum,

ensiklopedia, media massa, dan internet.

3. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif

dalam artian data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan

yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis guna menarik suatu 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.
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